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Sambutan  

 

Kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. Melalui berbagai program yang sudah dijalankan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. 

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah masuk dalam prioritas pembangunan, yang tertuang 
dalam RPJMN 2010-2014, khususnya dalam prioritas 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan 
Pasca Konflik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan 
sosial dasar bagi warga KAT. Sejalan dengan itu, Pemerintah memberikan komitmen yang kuat untuk 
memajukan kehidupan seluruh komponen bangsa, melalui pemberdayaan KAT. Pemberdayaan KAT bisa 
ditelusuri sejak tahun 70-an melalui program pemukiman kembali suku-suku terasing. Selanjutnya melalui 
Keppres Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial KAT, pemerintah memberikan 
landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya meningkatkan taraf hidup Komunitas Adat Terasing, agar 
pembinaan KAT dapat lebih efisien, efektif, terarah, dan berkesinambungan. Bentuk-bentuk pembinaan 
sebagai mana yang diamanatkan adalah antara lain penyediaan permukiman, administrasi kependudukan, 
kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya.     

Selaras dengan itu, Buku Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif diharapkan 
untuk memberi masukan yang jelas dan terobosan konseptual dalam merumuskan pengembangan 
program/kegiatan pemberdayaan KAT terkait dengan pembangunan kebijakan perlindungan sosial ke depan 
secara komprehensif sehingga secara tepat dapat memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai 
permasalahan yang timbul.   

Semoga buku ini bermanfaat dalam mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. 

 

 

 

Jakarta,     Desember 2013 

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah 

 

 

 

 

Dr. Ir. Ceppie K. Sumadilaga, M.A. 
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Kata Pengantar 
 

Kami panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya maka Buku Masyarakat 
Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif dapat diselesaikan dengan baik. 

Sudah menjadi komitmen pemerintah untuk melindungi dan memajukan kehidupan masyarakat adat melalui 
berbagai program seperti penyediaan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, 
pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Namun pemberdayaan masyarakat adat umumnya 
belum berkelanjutan dan dukungan lintas sektor hampir tidak ada. Penelitian/evaluasi tentang pemberdayaan 
masyarakat adat dan kepedulian kontribusi masyarakat  dunia usaha juga sangat terbatas. Akibatnya berbagai 
gap target pembangunan seperti antara lain kemiskinan, MDGs, dan ketahanan pangan dijumpai di wilayah 
masyarakat adat. Dengan latar belakang tersebut di atas Kajian Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat 
Terpencil (PSKAT) ini dilakukan. PSKAT merupakan salah satu program yang ditujukan untuk pemberdayaan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Mengingat komunitas adat terpencil bagian dari masyarakat 
adat maka kajian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan komunitas adat terpencil pada 
khususnya dan masyarakat adat umumnya dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan 
nasional dan strategi perlindungan sosial dalam RPJMN 2015-2019. 

Dari hasil kajian, terdapat beberapa catatan penting dari pelaksanaan PSKAT yang sudah dilakukan. Dukungan 
pemerintah daerah merupakan kunci berlanjutnya pemberdayaan KAT pada tahap purna bina. Koordinasi 
dukungan berbagai program pembangunan lainnya harus sudah dimulai sejak awal proses pemberdayaan 
sosial dilaksanakan. Adanya putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 menjadi dasar hukum yang kuat untuk 
mengembalikan hak-hak masyarakat dan menguatkan upaya-upaya perlindungan sosial bagi masyarakat adat 
sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dasar juga 
diperlukan penguatan peran pendamping yang dapat memfasilitasi akses pelayanan sosial dasar masyarakat 
adat termasuk kependudukan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan taraf hidup. 

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu 
terlaksananya kajian dan penyusunan buku ini. Masukan, saran dan kritik yang membangun kami harapkan 
untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini. 

 

 

 

 

Jakarta,       Desember 2013 

Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 

 

 

 

 

Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. 
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Masyarakat Adat dan Pembangunan 

 

1.1 Pengantar 
 

òNegara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang.ó 

(Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945) 

 

Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di 

Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah 

Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap 

Masyarakat Adat. Hal ini mengafirmasi bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di 

atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia. 

Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, òIdentitas 

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 

peradaban.ó Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan 

bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam 

proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen 

internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 

Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi United Nation Declaration on The Rights of 

Indigenous Peoples (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang 

sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk 

diskriminasi. 

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga 

Masyarakat Adat adalah beberapa prioritas dalam RPJMN 2014-2019. Peningkatan kesejahteraan 

Masyarakat Adat juga sesuai dengan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah 

tertinggal. Fokus percepatan pembangunan daerah tertinggal ini berupa pengembangan 

perekonomian lokal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan industrialisasi berbasis 

komoditas unggulan lokal. Program ini didukung oleh saranaðprasarana yang disesuaikan 

dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah secara berkesinambungan. 

Namun demikian, hingga saat ini upaya pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian 

persoalan Masyarakat Adat di Indonesia masih merupakan sebuah tantangan yang besar. 

Tantangan yang dihadapi adalah antara lain luasnya wilayah negara kita dengan karekteristik 

yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, Sumber Daya Alam, serta kebijakan 

masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progres 

pencapaian di berbagai wilayah. Ditambah pula, walaupun pembangunan kesejahteraan 

Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun belakangan, belum 

ada penelitian yang menganalisis kompleksitas permasalahan ini secara mendalam. Dalam 

konteks inilah penelitian ini hadir dan dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran guna 
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melengkapi penelitian Masyarakat Adat yang sudah ada untuk memberikan gambaran yang 

lebih menyeluruh mengenai masalah yang dihadapi. 

 Tulisan ini terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama ini ôMasyarakat Adat dan 

Pembangunanõ merupakan pengantar umum dari keseluruhan tulisan. Diharapkan bagian ini 

dapat mengantar pembaca pada pengertian awal mengenai Masyarakat Adat di Indonesia 

mencakup istilah dan definisi yang masih beragam, konteks kependudukan, dan kondisi ekonomi 

makro Indonesia yang memengaruhi kondisi Masyarakat Adat. Bagian kedua, ôMasyarakat Adat 

dan Kemiskinanõ menampilkan temuan kondisi kemiskinan yang dialami oleh Masyarakat Adat 

berdasarkan data nasional maupun data primer hasil penelitian lapangan. Selanjutnya berturut-

turut analisis persoalan multidimensi yang dihadapi Masyarakat Adat yaitu aspek Kesehatan dan 

Gizi (Bagian 3), Pendidikan (Bagian 4), Penghidupan (Bagian 5). Bagian 6 memuat contoh-contoh 

kebijakan terkait Masyarakat Adat atau Indigenous People di negara-negara lain. Bagian 7 

membahas strategi yang dapat dilakukan untuk mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan yang 

dialami oleh Masyarakat Adat.   

1.2 Pemakaian Istilah dan Definisi yang Masih Beragam 

Indigenous Peoples adalah istilah umum yang digunakan untuk merangkum kelompok-

kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan asal-usul, tanah, 

wilayah, SDA, dan identitas budaya yang khas. Istilah lain yang dipakai adalah ôOrang Asliõ di 

Malaysia, Aborigin (Australia), First Nation (Kanada), Hills Peoples, Hills Tribes, Adivasi, dan masih 

banyak lagi (AMAN, 2013). Persoalan Indigenous People antara lain menjadi perhatian 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) sejak tahun 1950-an. ILO menggunakan istilah Indigenous 

People sebagai sebutan bagi entitas ôPenduduk Asliõ. Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat 

Adat (UNDRIP) menggunakan istilah ôIndigenous Peopleõ sebagai kelompok yang berkontribusi 

terhadap keragaman dan kekayaan peradaban, kebudayaan, serta merupakan warisan bersama 

peradaban manusia.  

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Indigenous People sebagai òSpektrum 

kelompok sosial yang luas (meliputi Indigenous Ethnic Minorities, Tribal Groups, dan Schedules 

Tribes) yaitu  kelompok yang memiliki sebuah identitas sosial dan kultural yang dapat dibedakan 

dari masyarakat dominan, yang membuat mereka tidak diuntungkan dalam proses 

pembangunan.ó 

Setelah menjadi isu global melalui serangkaian pembahasan di PBB, World Bank 

mengadopsi isu tersebut untuk proyek pendanaan pembangunan disejumlah negara, melalui 

kebijakan Operational Manual Statement (OMP) pada tahun 1982 dan Operational Directive 

(OD) pada tahun 1991 terutama di negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin, Afrika, dan 

Asia Pasifik. Sementara itu, di Indonesia terdapat beragam istilah dan definisi yang digunakan 

untuk menunjuk pada Indigenous People. 

1.2.1 Istilah dan Definisi dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar 1945 memakai istilah ôMasyarakat Hukum Adatõ (Pasal 18B ayat 2) 

dalam konteks menghormati hak-hak tradisional yang masih ada, dan ôMasyarakat Tradisionalõ 

(Pasal 28I ayat 3) dengan penekanan yang hampir sama yakni komitmen untuk menghormati 

identitas budaya dan hak-hak tradisional mereka.  

Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang 

menggunakan kata òMasyarakat Adat/hukum adat/masayarakat tradisional/komunitas adat 
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terpencilõ dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU 

Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang 

Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta 

berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. 

Tabel 1. Istilah, Definisi, dan Kriteria Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang -Undangan 

No UU/Peraturan  
Istilah yang 

digunakan  
Defenisi dan Kriteria  

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 

1945 

 

Kesatuan 

masyarakat hukum 

adat 

 

Kesatuan masyarakat hukum adat diakui: 

(1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan 

perkembangan masyarakat; (3) Sesuai dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pasal 28I ayat (3)  

UUD 1945 

 

Masyarakat 

tradisional 

 

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 

dihormati selaras dengan perkembangan zaman 

dan peradaban. 

3. UU No. 5 Tahun 1960  

tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria 

 

Masyarakat hukum 

adat  

 

Tidak mengatur definisi dan kriteria masyarakat 

hukum adat, tetapi mengatur hak ulayat masyarakat 

hukum adat: 

"Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa 

itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat dengan 

kriteria: (1) Sepanjang menurut kenyataannya masih 

ada; (2) Harus sedemikian rupa hingga sesuai 

dengan kepentingan nasional dan negara; (3) Yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa; serta (4) Tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang dan 

peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi" 

4. UU No. 39 Tahun 1999 

tentang HAM 

 

Masyarakat hukum 

adat 

 

Tidak menyebut definisi Masyarakat Adat, namun 

mengatur perlindungan terhadap identitas budaya 

masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 

ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan 

zaman. 

5. UU No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan 

 

Masyarakat hukum 

adat 

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria 

(a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban 

(rechsgemeenschap); (b) Ada kelembagaan dalam 

bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) Ada 

wilayah hukum adat yang jelas; (d) Ada pranata 

hukum, khususnya peradilan adat, yang masih 

ditaati; dan  (e) Masih mengadakan pemungutan 

hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 
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No UU/Peraturan  
Istilah yang 

digunakan  
Defenisi dan Kriteria  

6. UU No. 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi 

Khusus Papua 

 

Masyarakat Adat, 

Masyarakat hukum 

adat, Orang Asli 

Papua 

 

Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli 

Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta 

tunduk kepada adat tertentu dengan rasa 

solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; 

Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat 

asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam 

wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada 

hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang 

tinggi di antara para anggotanya;  

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari 

rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku 

asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima 

dandiakui sebagai orang asli Papua oleh 

Masyarakat Adat Papua. 

7. UU No. 30 Tahun 2003 

tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

 

Masyarakat Adat 

yang 

terpencil 

 

Tidak menyebutkan definisi, namun di dalamnya 

mengatur: Warga negara di daerah terpencil atau 

terbelakang serta Masyarakat Adat yang terpencil 

berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 

8. UU No. 7 tahun 2004 

tentang Sumber Daya 

Air 

 

Masyarakat hukum 

adat 

 

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang 

yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai 

warga bersama suatu persekutuan hukum adat 

yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau 

atas dasar keturunan. 

9. UU No. 18 Tahun 2004 

tentang Perkebunan 

 

Masyarakat hukum 

adat  

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria 

(a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban 

(Rechtsgememschaft); (b) Ada kelembagaan dalam 

bentuk perangkat penguasa adat; (c)  Ada wilayah 

hukum adat yang jelas; (d) Ada pranata dan 

perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang 

masih ditaati; dan (e) Ada pengukuhan dengan 

peraturan daerah. 

10. UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan 

Daerah 

Kesatuan 

masyarakat hukum 

adat 

Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur: 

(1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan 

perkembangan masyarakat; (3) Sesuai dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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No UU/Peraturan  
Istilah yang 

digunakan  
Defenisi dan Kriteria  

11. UU No. 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil 

ekonomi, politik, sosial, 

dan hukum. 

 

Masyarakat Adat, 

masyarakat 

tradisional, 

masyarakat lokal 

 

UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori:  

(1) Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat 

Pesisir yang secara turun temurun bermukim di 

wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan 

pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 

dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata;  

(2) Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat 

yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari 

berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima 

sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak 

sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. (3) Masyarakat 

tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional 

yang masih diakui hak tradisionalnya dalam 

melakukan kegiatan penangkapan ikan atau 

kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang 

berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan 

kaidah hukum laut internasional. 

12. UU 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

Masyarakat hukum 

adat 

 

Masyarakat hukum adat adalah kelompok 

masyarakat yang secara turun temurun 

bermukim di wilayah geografis tertentu karena 

adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya 

hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, 

serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 

ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 

13. UU No.6 Tahun 2004 

Tentang Desa 

Masyarakat hukum 

adat ditetapkan 

menjadi Desa Adat. 

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud 

dalam memenuhi syarat: 

(a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 

tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang 

bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat 

fungsional; (b) kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat; dan (c) 

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 

tradisionalnya sesuai dengan prinsip 

NegaraKesatuan Republik Indonesia. 
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No UU/Peraturan  
Istilah yang 

digunakan  
Defenisi dan Kriteria  

14. PP No 72 Tahun 2005 

tentang Desa 

 

Desa  

 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala BPN No. 

5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian 

Masalah Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum 

Adat 

Masyarakat hukum 

adat 

 

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang 

yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai 

warga bersama suatu persekutuan hukum karena 

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar 

keturunan. 

16. Keputusan Presiden No. 

111 Tahun 1999 

tentang Pembinaan 

Kesejahteraan Sosial 

Komunitas Adat 

Terpencil. 

 

 

Komunitas Adat 

Terpencil 

Komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih 

dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah 

kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan 

terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam 

jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, 

maupun politik.  

Ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil antara lain: 

(a) Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan 

homogen; (b) Pranata sosial bertumpu pada 

hubungan kekerabatan; (c) Pada umumnya 

terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau; 

(d) Pada umumnya masih hidup dengan sistem 

ekonomi subsisten; 

(e) Peralatan dan teknologinya sederhana;      

(f) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan 

sumber daya alam setempat relatif tinggi; (g) 

Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan 

politik. 

17. Draft RUU Pengakuan 

dan Perlindungan 

Masyarakat Adat (versi 

AMAN dkk, 9 Maret 

2012) 

 

 

Masyarakat Adat Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang 

secara turun temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu di Negara Indonesia karena 

adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya 

hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan 

sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya 

sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, 

politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik 

sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada 

umumnya. 
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No UU/Peraturan  
Istilah yang 

digunakan  
Defenisi dan Kriteria  

18. RUU Perlindungan 

Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat (versi  

DPD, 2009) 

 

Kesatuan 

masyarakat hukum 

adat 

 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok 

masyarakat yang secara turun-temurun hidup di 

wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-

usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari 

hubungan yang kuat dengan sumber daya alam 

dan lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas 

budaya khas yang menentukan pranata ekonomi, 

politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh 

lembaga-lembaga adat. Selain itu juga diatur 

kriteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagai 

berikut: (a) Merupakan satu kelompok masyarakat 

yang berasal dari satu leluhur dan/atau mendiami 

wilayah adat yang sama; (b) Mempunyai wilayah 

adat tertentu, baik yang diusahakan maupun yang 

dilestarikan secara turun temurun dan merupakan 

milik bersama; (c) Mempunyai lembaga adat 

tersendiri; (d) Memiliki adat-istiadat dan aturan 

hukum adat tersendiri; (e) Sepanjang masih ada 

eksistensinya tidak bertentangan dengan semangat 

pembangunan nasional. 

19. RUU Pengakuan dan 

Perlindungan Hak 

Masyarakat Hukum 

Adat (Hasil Paripurna 

DPR, 11 April 2013) 

 

Masyarakat hukum 

adat  

 

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang 

yang secara turun temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu di Negara Indonesia karena 

adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan 

yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya 

alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan 

tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Masyarakat 

Hukum Adat memiliki karakteristik:  

(a) Sekelompok masyarakat secara turun temurun; 

(b) Bermukim di wilayah geografis tertentu; (c) 

Adanya ikatan pada asal usul leluhur; (d) Adanya 

hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, 

sumber daya alam;  

(e) Memiliki pranata pemerintahan adat; dan 

Adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya. 

20. RPP Tata Cara  

Pengukuhan Masyarakat 

Hukum Adat dan 

Pengelolaan Hutan Adat 

(versi Kemenhut, 2009) 

Masyarakat hukum 

adat 

 

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang 

yang terhimpun dalam satu paguyuban 

(rehtsgemeenschap), yang memiliki kelembagaan 

adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat 

hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam 

kawasan hutan Negara. 

 

Sumber: Arizona, 2013.  
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1.2.2 Istilah dan Definisi M enurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan   

          Beberapa Istilah dan Definisi Lainnya  

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering juga memiliki istilah dan definisinya 

sendiri terkait dengan Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), lembaga 

yang melakukan tuntutan Judicial Review (JR) terhadap UU No.41 tahun 1999 Tentang 

Kehutanan, menggunakan istilah Masyarakat Adat dengan definisi sebagai berikut: òMasyarakat 

Adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu 

wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas 

tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya 

dengan hukum dan kelembagaan adat.ó 

 AMAN selanjutnya membagi definisi Masyarakat Adat ini kedalam 4 tipe dengan masing-

masing tipe mewakili karakteristik tersendiri yang khas. Pertama, komunitas Masyarakat Adat tipe 

ôKanekesõ di Banten dan Masyarakat Adat Kajang atau To Kajang (Kajang Dalam) di Kabupaten 

Bulukumba Sulawesi Selatan, yang menempatkan diri sebagai òPertapa Bumi.ó Mereka percaya 

bahwa mereka adalah kelompok masyarakat òterpilihó yang bertugas memelihara kelestarian 

bumi dengan berdoa dan hidup prihatin. Pilihan hidup prihatin mereka dapat dilihat dari adat 

bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lain. 

Kedua, tipe komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul dan masyarakat Suku 

Naga, yang berada di wilayah Jawa Barat. Komunitas ini pada dasarnya cukup ketat dalam 

memelihara dan menerapkan adat-istiadat, tetapi masih membuka ruang yang cukup luas bagi 

adanya hubungan-hubungan òkomersiló dengan dunia luar. Kelompok-kelompok masyarakat ini 

secara sosial memiliki keunikan, terutama dalam hubungan dengan sumber-sumber agraria, 

dalam hal sistem nilai yang dianut, mitos, serta asal-usul. Suku bangsa Sunda, misalnya, dapat 

dikategorikan sebagai suatu suku bangsa yang cakupan geografis sebaran masyarakatnya 

mencakup seluruh belahan Jawa Barat, masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda, dan pada 

umumnya memeluk agama Islam. Namun suku Naga dan Baduy, meski merupakan bagian dari 

suku bangsa Sunda, jelas memiliki keunikan dari segi kepercayaan dan hubungan dengan tanah 

dan sumberdaya alam sekitarnya bila dibandingkan dengan orang Sunda pada umumnya. Bila 

Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Sunda umumnya, maka 

kepercayaan Suku Naga lebih menyerupai kepercayaan asli (Buhun) seperti kepercayaan marapu 

di Sumba, atau kaharingan di Kalimantan. 

Ketiga, tipe komunitas atau Masyarakat Adat yang hidup bergantung dari alam (hutan, 

sungai, laut, dan lain-lain), mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik, 

tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis 

tanaman jika dibandingkan dengan Masyarakat Adat Kanekes, To Kajang, maupun Kasepuhan. 

Masuk dalam komunitas ketiga ini antara lain: Masyarakat Adat Dayak dan Penan di Kalimantan, 

Masyarakat Adat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Dani dan Deponsoro di 

Papua Barat, Masyarakat Adat Krui di Lampung, serta Masyarakat Adat Haruku di Maluku. 

Pengelompokan tipologi Masyarakat Adat tersebut sampai sekarang juga masih banyak dijumpai 

diberbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, misalnya Tau Taa Wana dan Kahumamaun di 

kawasan hulu Sub DAS Bongka, Daa, Mansama, Laudje, Tajio, Bolano, Bajo, Kulawi, Bada, Rampi, 

Besoa (Pekurehua) dan banyak lagi, yang berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan termasuk 

Masyarakat Adat dalam tipe kelompok ketiga. Dari daftar numerasi di Kementerian Dalam 

Negeri, diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Tengah termasuk urutan ketiga setelah Provinsi Papua 

dan Nusa Tenggara Timur dalam hal jumlah kelompok etno-linguistik. Dari studi etnolog yang 
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dilakukan Barbara Grimes, setidaknya lebih dari 20 kelompok etno-linguistik yang berbeda 

terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi tidak semua kelompok etno-linguistik tersebut dapat 

dikategorikan sebagai Masyarakat Adat. Sebab pendefinisian Masyarakat Adat harus merujuk ke 

dalam 4 (empat) tipologi yang telah dijelaskan diatas. Suku dan sub-suku bangsa atau kelompok-

kelompok masyarakat tersebut biasanya hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun 

temurun di atas suatu wilayah, memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam, kehidupan 

sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan 

kehidupan masyarakatnya. 

Keempat, Komunitas Masyarakat Adat yang sudah òtercerabutó dari tatanan pengelolaan 

sumber daya alam yang òaslió sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang selama 

ratusan tahun. Termasuk dalam kategori kelompok ini adalah Masyarakat Adat Melayu Deli yang 

bermukim di wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan Betawi di Jabodetabek. 

Mereka menyebut dirinya sebagai rakyat penunggu. Pengelompokan entitas Masyarakat Adat 

tersebut, tiga tipe komunitas yang disebut pertama, boleh dibilang adalah komunitas masyarakat 

yang oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebut sebagai 

òMasyarakat Hukum Adat,ó yakni komunitas masyarakat yang masih memenuhi unsur-unsur: (a) 

masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechts-gemeenschap); (b) ada kelembagaan 

dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada 

pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) masih 

mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

Penyebutan istilah dan definisi lain yang merujuk entitas Indigenous People juga digunakan 

oleh LSM lain. Kelompok Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI), sebuah LSM yang bergerak di 

bidang konservasi alam di Sumatera Tengah lebih senang menggunakan istilah Suku-Suku 

Marjinal untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang secara subjektif masih sangat tertinggal 

seperti Orang Rimba, Suku Talang Mamak, Bathin Sembilan, Orang Kuala (Duano), Suku 

Petalangan, Suku Hutan, Sakai, Bonai, Akit, dan lain-lain yang tersebar di wilayah Sumatera 

Tengah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.  

Beberapa istilah dan definisi lain yang digunakan merujuk pada subjek Masyarakat Adat 

antara lain ôMasyarakat Asliõ atau ôMasyarakat Pedalamanõ digunakan oleh PBB, dalam Aritonang 

(2001) diartikan sebagai:  

òSatuan komunitas yang turun temurun mendiami suatu wilayah, mempunyai ikatan budaya yang 

kuat atas tanah yang didiaminya. Mereka umumnya tinggal dan hidup di balik gunung atau di 

lembah, di tengah rawa, di pinggir pantai dan di hutan-hutan lebat. Banyak di antara mereka yang 

belum pernah menjalin kontak dengan dunia luar. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka 

menciptakan sistem dan pola hidup yang harmonis dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya 

alam di sekitar daerah yang ditinggalinya. Pengalaman interaksi yang erat dengan alam tersebut 

memberikan pengetahuan mendalam bagi mereka untuk mengelola sumber daya lokalnya.ó  

Smith (2000) menggunakan istilah ôMasyarakat pribumiõ sebagai orang yang terkungkung 

pada tempat yang menjadi milik mereka, kelompok-kelompok yang tidak bisa melakukan kontak 

dengan dunia yang lebih besar. Ruang geografis masyarakat pribumi yang sama sekali 

óberbeda,ó terkungkung berdasarkan agama, budaya dan esensi ras. Masyarakat pribumi 

mewarisi hak dan tanggung jawab atas bidang tanah tertentu. Hak atas tanah ini tidak bisa dibeli, 

dijual atau diciptakan kembali. Hal ini sudah terbentuk di masa pendahulu masyarakat pribumi di 

seluruh dunia dan kembali ditegaskan di masa sekarang ini melalui konseptualisasi. Dengan 
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demikian, tanah bersifat sentral bagi definisi diri sendiri, yang terungkapkan dengan berbagai 

medium dan mutlak penting bagi kelangsungan hidup identitas pribumi. 

Definisi komunitas adat menurut Japhama dalam Siregar (2002), yaitu òKelompok 

masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, 

serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendirió. Definisi 

Komunitas Adat dalam Siregar (2002) yaitu, ò komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-

usul leluhur, di atas wilayah adat, memilki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan 

sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan 

kehidupan masyarakatnya.ó Ciri utama masyarakat pedalaman adalah kehidupan yang kolektif 

(bersama-sama). Sistem kepemilikan alat produksi (tanah) dan pengelolaannya diatur oleh 

hukum adat. Sistem pengambilan keputusan dikelola oleh ketua adat dan masalah secara umum 

diputuskan secara perembukan musyawarah. 

Istilah keterpencilan menurut Dave (2013), "Keterpencilan" merupakan istilah yang dibuat 

oleh kelompok luar yang merasa lebih terbuka dan menglobal sehingga memandang komunitas 

adat sebagai komunitas yang terpencil, tinggal di pegunungan, marginal dan sebagainya. 

Mereka dipaksa oleh modernitas pembangunan yang segala sesuatunya harus bisa diukur. 

1.2.3 Istilah dan Definisi  yang dipakai oleh Kementerian Sosial 

Kementerian Sosial menggunakan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdasarkan 

Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas 

Adat Terpencil. Dalam Keppres tersebut dinyatakan: òDalam Keputusan Presiden ini yang 

dimaksud dengan komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan 

masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta 

kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.ó 

 Setidaknya terdapat beberapa kali perubahan nomenklatur dan peristilahan dengan 

definisi yang berlainan sejak tahun 1970-an yaitu Suku Terasing (1976), Masyarakat Terasing 

(1987), dan Komunitas Adat Terpencil/KAT (1999). Perubahan ini terjadi antara lain disebabkan 

adanya perubahan pandangan umum terhadap komunitas tersebut dan definisi ini juga dijadikan 

pijakan bagi perencanaan program-program pembangunan yang lebih efektif, efisien, inklusif, 

dan berkelanjutan.   

 

Tabel 2. Nomenklatur dan  Definisi Masyarakat Adat  1970-1999 

Tahun Nomenklatur  Definisi  

1976 Suku Terasing Sekelompok masyarakat dan atau suku-suku tertentu yang 

dikategorikan masih terasing secara sosial budaya sehingga 

belum bisa membaur dengan masyarakat sekitarnya. (Sumber : 

Panduan Umum Studi Kelayakan Persiapan Pemberdayaan KAT 

Tahun 2003, Depsos). 
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Tahun Nomenklatur  Definisi  

1987 Masyarakat Terasing Kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi daerah yang 

terpencil, terisolasi, maupun mereka yang hidup mengembara 

di kawasan laut, yang tingkat kesejahteraan sosial mereka 

masih sangat sederhana dan terbelakang ditandai dengan 

sangat sederhananya sistem sosial, sistem ideologi serta sistem 

teknologi mereka belum sepenunhnya terjangkau oleh proses 

pelayanan pembangunan. (Sumber : data dan Informasi 

Pembinaan Masyarakat terasing Tahun 1987, Dit.BMT, Depsos). 

1992 Masyarakat Terasing Kelompok masyarakat yang mendiami suatu lokasi tertentu, 

baik yang orbitasinya terpencil, terpencar dan berpindah-

pindah maupun yang hidup mengembara di kawasan laut, 

yang taraf kesejahteraannya masih mengalami ketertinggalan, 

ditandai oleh adanya kesenjangan sistem sosial, sistem ideologi 

dan sistem teknologi mereka belum atau sedikit sekali 

terintegrasi dalam proses pembangunan nasional (Sumber : 

Kumpulan Makalah Penanganan Masyarakat Terasing di 

Indonesia, Dit BMT, Depsos). 

1994 Masyarakat Terasing Kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau 

berkelana di tempat-tempat yang secara geografik terpencil, 

terisolasi dan secara sosial budaya terasing dan atau masih 

terbelakang dibandingkan dengan masyarakat bangsa 

Indonesia peda umumnya. (Sumber : Kepmensos No. 

05/HUK/1994 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat Terasing). 

1998 Masyarakat Terasing Kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial-

budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang/belum 

terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi 

maupun politik nasional. (Sumber : Kepmensos RI No. 

69/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat Terasing). 

1999 Komunitas Adat Terpencil Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta 

kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik 

sosial, ekonomi maupun politik. (Sumber: Keppres No. 

111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas 

Adat Terpencil dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat 

Terpencil). 

Sumber: www.kemensos.go.id 

 

 

 

 

http://www.kemensos.go.id/
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Box 1. Klasifikasi KAT menurut Kementerian Sosial 

 

KAT Kategori I 

KAT yang masih hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, belum mengenal teknologi 

dengan penggunaan alat kerja yang tebatas di lingkungan mereka semata yang diperoleh 

secara turun-temurun, hidupnya masih berpencar dan berpindah dalam jumlah yang masih 

sangat kecil, belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, 

komunikasi yang hanya dapat diketahui oleh kelompok/etnis mereka sendiri.  

KAT Kategori  II 

KAT yang masih hidup berpindah menetap dalam kondisi yang sangat sederhana, dengan 

menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana yang didapat dari luar komunitas 

mereka, hidup masih berpencar dan berpindah dalam jumlah kecil dalam orbit tertentu, 

sudah ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, mulai mengenal 

sistem bercocok tanam. 

KAT Kategori III 

KAT yang mulai menetap di tempat tertentu dan untuk kehidupan keseharian sudah ada 

kontak/interaksi dengan warga lainnya di luar komunitas mereka, berkelompok dalam 

jumlah lebih besar, sudah mengenal teknologi sederhana yang diperoleh dari luar 

komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam dengan bibit yang 

didapat/dicari sendiri dari lingkungan serta mulai melemahnya peran tokoh adat dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

 

Karakteristik atau ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil (KAT) menurut Keppres No. 111 Tahun 1999 

adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen. 

b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan. 

c. Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau. 

d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten. 

e. Peralatan dan teknologinya sederhana. 

f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi. 

g. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. 

 

Klasifikasi tingkat kemajuan KAT menurut Kementerian Sosial bisa dilihat dalam box berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemensos membuat klasifikasi tingkat kemajuan KAT. Berdasarkan pola hidupnya, KAT 

dibedakan ke dalam kategori I, KAT kategori II, dan KAT kategori III. Masing-masing kategori 

mencerminkan tingkat keterpencilan, intensitas interaksinya dengan dunia luar, jumlah warga, 

dan kepatuhan terhadap figur kepemimpinan adat. Kategori ini digunakan oleh Kementerian 

Sosial sebagai acuan lama waktu pemberdayaan yang diberikan, masing-masing tiga tahun 

untuk KAT kategori I, dua tahun pemberdayaan untuk KAT kategori II, dan satu tahun 

pemberdayaan untuk KAT kategori III.   
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Box 2. Perbedaan Karakteristik KAT 

 

òKami Bukan Suku Terasingó 

Perbedaan karakteristik KAT di tiap wilayah dapat tercermin dari anggapan masyarakat 

KAT terhadap diri mereka sendiri. Di Aceh, masyarakat sasaran program pemberdayaan KAT 

sudah tergolong maju. Keuchik atau kepala desa di Gampong Bate Meutudong misalnya, 

merasa bahwa penyebutan mereka sebagai masyarakat suku terpencil tidak sepenuhnya tepat. 

Apalagi jika sebutan itu memiliki konotasi seperti Suku Terpencil seperti Orang Rimba di Jambi 

misalnya.  

Berdasarkan pengalaman Keuchik mengikuti kunjungan ke Suku Anak Dalam di Jambi 

bersama Kemensos, kondisi mereka di Desa Batee Moutudong tidak separah Suku Anak 

Dalam. Menurut penilaiannya, Suku Anak Dalam masih sangat ôterbelakangõ karena belum 

memiliki agama, hidup dari berburu, dan sebagian besar masih memakai cawat. Sedangkan di 

tempat Pak Keuchik, masyarakat di desanya sudah tergolong maju karena sudah bersentuhan 

dengan kehidupan modern, tidak berbeda dengan masyarakat lain pada umunya di Aceh. 

Mereka sudah menggunakan pakaian yang layak, fasilitas di desanya sudah baik, dan 

masyarakatnya sudah memeluk agama, tidak seperti Orang Rimba di Jambi.   

Perbedaan karakteristik ini juga terjadi di Jambi. Di Desa Singkawang, lokasi yang 

sudah dilakukan pemberdayaan lebih dari sepuluh tahun, kondisinya lebih mirip dengan desa-

desa di Jawa pada umumnya. Masyarakat sudah memiliki ternak sapi, fasilitas air bersih sudah 

tersedia, bentuk rumah tidak berbeda dengan warga desa, di samping itu warga KAT sudah 

memeluk agama Islam dan sumber penghidupan utama berasal dari pertanian dan 

perkebunan. Bahan perbandingannya dapat dilihat di lokasi KAT Bukit Suban. Di lokasi ini 

kondisi warga KAT masih sangat terpencil dan ôterasingõ. Rumah terbuat dari kayu dengan atap 

terpal, hidup dalam kelompok kecil, dan masih menjalankan aktivitas berburu di samping 

menanam karet. Sebagian besar anak-anak belum menikmati pendidikan. Di permukiman 

mereka praktis tidak ada sama sekali fasilitas pelayanan dasar seperti puskesmas dan sekolah.  

 

 

1.3 Metode 

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif melalui pengambilan data primer di 

lapangan, observasi dan pengamatan, sekaligus juga menggunakan data-data sekunder 

terutama terkait kebijakan pemerintah, regulasi dan program, untuk memberikan gambaran dan 

setting makro terhadap aspek yang sedang dikaji. Cara seperti ini dilakukan dengan harapan 

diperoleh gambaran menyeluruh tentang realitas terkini yang dihadapi Masyarakat Adat 

dibandingkan dengan kebijakan nasional. Selanjutnya akan diperoleh gap, kesenjangan antara 

sasaran dan capaian, yang dapat dijadikan masukan bagi kebijakan ke depan terkait persoalan 

Masyarakat Adat. 

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari studi-studi yang sudah dilakukan 

dengan tema Masyarakat Adat. Namun demikian, penelitian ini diharapkan menjadi pionir dalam 

menganalisis aspek multidimensi dari persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat saat ini. Selain 

itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian lain tentang 

Masyarakat Adat yang tidak hanya menggunakan titik berat pada aspek etnografis, tetapi juga 
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mengaitkannya dengan aspek makro dalam konsteks kebijakan nasional pada aspek-aspek 

seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan  penghidupan.  

Tujuan utama dari penelitian ini mencakup dua aspek utama yaitu pertama, menampilkan 

analisis berdasarkan bukti mengenai kondisi Masyarakat Adat menggunakan data kuantitatif yang 

tersedia maupun data kualitatif melalui observasi langsung, termasuk narasi dari Masyarakat Adat 

itu sendiri dan para stakeholder lain. Tujuan yang kedua adalah untuk menampilkan ôgapõ dan 

peluang di tingkat kebijakan nasional dengan maksud untuk lebih mengefektifkan dukungan 

terhadap hak-hak Masyarakat Adat di waktu mendatang. Untuk tujuan yang kedua tersebut 

ditampilkan data-data mengenai arah kebijakan nasional di bidang isu-isu yang terkait dengan 

Masyarakat Adat secara langsung maupun tidak langsung.   

Rentang waktu penelitian adalah selama satu tahun dari Januari sampai dengan Desember 

2013. Dalam rentang waktu tersebut, tim peneliti melakukan serangkaian kegiatan yaitu 

mengumpulkan data-data sekunder, mengadakan workshop atau seminar, mengambil data 

primer di lima provinsi, dan melakukan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di tiap-tiap provinsi 

yang dikunjungi melibatkan semua stakeholder baik dari pemerintahan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), Privat Sector, serta pihak-pihak lain yang punya keterkaitan dengan isu 

Masyarakat Adat di wilayah mereka.  

Data sekunder diperoleh dari serangkaian studi literatur, mengumpulkan keterangan 

melalui wawancara ahli, dan seminar atau workshop di Jakarta yang dimaksudkan untuk 

membuat pemetaan isu tentang Masyarakat Adat. Untuk keperluan itu setidaknya sudah 

dilakukan dua kali seminar, yang pertama pada Bulan Mei 2013 dengan tema: òPemberdayaan 

Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan 

Pengembangannya ke Depan.ó Kemudian yang kedua pada Bulan September 2013 diadakan 

òPenyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Sosial yang Terintegrasi.ó Peserta 

seminar terdiri dari pihak-pihak yang memiliki perhatian pada permasalahan Masyarakat Adat, 

dari kalangan pemerintahan, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Pengambilan data kualitatif melalui wawancara dan observasi dilakukan di 17 desa/dusun 

di lima provinsi lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial. Provinsi 

tersebut adalah Aceh, Jambi, Banten, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Pada masing-masing 

provinsi tim penelitian mengunjungi tiga sampai empat lokasi KAT berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan atas rekomendasi Dinas Sosial provinsi. Kriteria lokasi yang ditetapkan untuk 

kepentingan penelitian adalah yang mewakili lokasi pemberdayaan yang dinilai berhasil, kurang 

berhasil, dan belum berhasil. Khusus untuk di Jambi, dipilih lokasi KAT yang sudah diberdayakan, 

sedang diberdayakan, dan belum diberdayakan untuk memperoleh perbandingan pada masing-

masing lokasi.Jenis sampling penelitian ini menggunakan non-probality sampling atau non-

random samples karena tidak semua orang dalam kajian penelitian ini dapat dijadikan sampel. 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Alston and Bowles (1998) bahwa ònon-probality sampling 

seeking information in targets subject or cases who typify the issue to be studiedó. (non-

probability sampling mencari informasi dalam target yang menjadi subyek atau kasus yang 

melambangkan masalah yang dipelajari). 

Adapun teknik penarikan sampling dalam pemilihan informan pada penelitian ini terbagi 

menjadi dua yaitu menggunakan teknik penarikan purposive sampling dan snowball sampling. 

Purposif sampling menurut Alston and Bowles (1998) adalah òselect sample gives insights into a 

particular issue related to the study areaó. (pengambilan sampel secara purposif dimana sampel 
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yang dipilih untuk memberikan wawasan ke dalam isu tertentu terkait dengan wilayah yang 

dikaji). 

Informan yang didapat berdasarkan informasi informan yang ditentukan secara purpusif 

sampling digunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling menurut Neuman, (2006) 

adalah which reseacher select begins with one case, and then based information about 

interrelationships from that case, identifies other case, and repeats the process again and again 

(seorang peneliti memilih mulai dengan satu kasus, dan kemudian  informasi yang diperoleh 

saling berhubungan dari kasus dengan mengenali kasus lainnya, dan berulang-ulang pada 

proses yang terus dan menerus). 

1.4 Masyarakat Adat  di Indonesia: Konteks Kependudukan  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan multietnik. Menurut 

sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesa sekitar 237,6 juta jiwa. Data BPS pada 

tahun yang sama juga menyebutkan jumlah Suku Bangsa di Indonesia mencapai 1.340. Dari 

jumlah sebanyak itu, hanya 15 etnik yang memiliki jumlah anggota lebih dari 1 juta jiwa (BPS, 

2010). Selebihnya merupakan kelompok etnik dengan jumlah anggota kurang dari 1 juta jiwa 

yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia.  

Komposisi etnik di Indonesia menurut sensus tahun 2010 sebagai berikut. Jumlah etnik 

yang terbesar adalah Jawa dengan jumlah 83,86 juta jiwa atau 41,71% dari total etnik di 

Indonesia. Kedua ditempati suku Sunda dengan 30,97 juta jiwa atau 15,41%. 13 besar lainnya 

secara berurutan adalah Melayu (6,94 juta/3,45%), Madura (6,77 juta/3,37%), Batak (6,07 

juta/3,02%), Minangkabau (5,47 juta/2,72%), Betawi (5,04 juta/2,51%), Bugis (5,01 juta/2,49%), 

Banten (4,11 juta/2,05%), Banjar (3,49 juta/1,74%), Bali (3,024 juta/1,51%), Sasak (2,61 

juta/1,30%), Makasar (1,98 juta/0,90%), Cirebon(1,89 juta/0,94%), dan Tionghoa/Huldanalo (1,73 

juta/0,86%). 

Data mengenai jumlah Masyarakat Adat saat ini masih beragam dan belum ada 

kesepakatan secara pasti berapa jumlah keseluruhan Masyarakat Adat di Indonesia. Hal ini terjadi 

karena beberapa faktor. Pertama, istilah dan definisi yang dipakai untuk menentukan siapa itu 

Masyarakat Adat masih beragam. Kedua, sampai hari ini belum ada survei yang serius dilakukan 

untuk menghitung jumlah keseluruhan anggota Masyarakat Adat di seluruh Indonesia. Bukan 

berarti bahwa data jumlah tersebut tidak ada. Data tersebut tersebar dan berada di instansi-

instansi, Kementerian dan Lembaga (K/L), baik di daerah maupun di pusat, termasuk Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM).  

Beberapa LSM melakukan penghitungan populasi Masyarakat Adat. KKI Warsi di Jambi 

misalnya, mencatat populasi Orang Rimba yang menghuni kawasan Taman Nasional Bukit 

Duabelas sebanyak 1.500 jiwa, dan di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh 

sebanyak 450 jiwa. Sedangkan Orang Rimba yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera 

(Jalinsum) sebanyak 1.700 jiwa yang saat ini tanpa hutan dan sumber daya. Orang Talang 

Mamak hidup di dataran rendah di penyangga dan di dalam TN Bukit Tigapuluh. Total populasi 

Talang Mamak menurut sensus 2010 adalah 7.010 jiwa. Orang Duano hidup di kawasan gambut, 

kawasan pantai dan muara sungai (Kuala Sungai) di Kabupaten Indragiri Hilir Riau hingga ke 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Data Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menyebutkan 

total populasi suku ini adalah 6.569 jiwa yang tersebar luas di sepanjang pantai. Secara 

tradisional, mereka hidup dari menangkap ikan, udang dan kerang-kerangan dengan 

memanfaatkan ekosistim kawasan Bakau dan pasang surut laut. Suku Akit tersebar di Pulau 
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Rupat (Bengkalis, Riau). Mereka tinggal dipinggir laut akan tetapi hidup dari usaha perkebunan 

terutama petani karet yang dikombinasikan dengan mencari ikan. Sebaran Suku Akit ada di Desa 

Titi Akar Kecamatan Rupat Utara dan Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat. Berdasarkan data 

BPS Bengkalis total populasi Suku Akit adalah 1.504 jiwa. Suku Asli (Suku Hutan) secara umum 

memiliki kesamaan sejarah dan latar belakang dengan Suku Akit. Namun demikian mereka lebih 

senang menyebut diri dengan suku asli dikarenakan stereotype yang dilekatkan dengan sebutan 

òhutanó. Sebaran Suku Asli ada di Pulau Mendol (Desa Teluk, Kecamatan Kuala Kampar, 

Pelalawan, Riau), Pulau Alai dan Pulau Kundur (Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau), Pulau 

Padang (Desa Selat Akar, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau), Pulau 

Bengkalis (Desa Kelemantan/Sungai Dua, Kecamatan Bengkalis, Bengkalis, Riau. Menurut data 

dari Dinas Sosial setempat, total suku ini sebanyak 1.325 jiwa. 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melansir angka 40 sampai dengan 50 juta 

Masyarakat Adat di seluruh Kepulauan Indonesia. Menurut keterangan AMAN, sampai November 

2012 Badan Informasi Geospasial secara resmi menerima pemetaan wilayah adat seluas 2,4 juta 

ha. Habitat dan lingkungan alam tempat tinggal Komunitas Adat terpencil menurut data 

Kementerian Sosial tersebar mencakup wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Dataran Rendah, 

Dataran Tinggi, Pedalaman, Pesisir Pantai/Laut, Perbatasan antar negara. Persentase persebaran 

KAT berdasarkan karakteristik lingkungan alam tempat tinggalnya dapat dilihat dari tabel berikut: 

Grafik  1. Persebaran KAT Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal  

 

 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam 

tahun 2012 populasi Komunitas Adat Terpencil/KAT tersebar di 24 Provinsi, 263 Kabupaten, 

1.044 Kecamatan, 2.304 Desa, dan 2.971 Lokasi. Jumlah persebaran warga KAT berdasarkan Data 

tahun 2013 RPJMN II (2009-2014) sebanyak 213.080 KK, dengan jumlah populasi warga KAT 

yang sudah diberdayakan sebanyak 90.935 KK (42,68%), sedang diberdayakan 6.120 KK (2,87%), 

dan belum diberdayakan 116.025 KK (54,45%). 
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Tabel 3. Populasi KAT dalam RPJMN I dan RPJMN II 

No Indikator  
RPJMN I: 2004-2009 

(Data Tahun 2006) 

RPJMN II: 2009-2014 

(Data Tahun 2013) 

1. Populasi 229.479 KK 213.080 KK 

Á Sudah diberdayakan 64.900 KK 90.935 KK / 42,68 % 

Á Sedang diberdayakan 11.692 KK 6.120 KK / 2,87 % 

Á Belum diberdayakan 152.887 KK 116.025 KK / 54,45 % 

2. Persebaran - - 

Á  Provinsi 30 24 

Á  Kabupaten 246 263 

Á  Kecamatan 852 1.044 

Á  Desa 2.037 2.304 

Á  Lokasi permukiman 2.650 2.971 

Sumber: Kemensos, 2013 

1.5 Pertumbuhan Ekonomi, K emiskinan, dan Ketimpangan  

Masyarakat Adat, khususnya kelompok yang masih sangat terpencil, merupakan kelompok 

yang sangat rentan dalam masyarakat kita dan negara secara umum. Ada dua penyebab 

mengapa demikian, pertama, tingkat ketergantungan mereka masih sangat tinggi terhadap alam. 

Adanya perubahan sedikit saja yang terjadi akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup 

mereka. Kedua, permasalahan Masyarakat Adat merupakan permasalahan yang relatif tidak 

dikenal oleh masyarakat luas karena berada di daerah yang jauh, dan hanya daerah tertentu saja 

yang memiliki permasalahan Masyarakat Adat.  

Dalam kurun waktu 2010-2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 6-6,5%, angka 

kemiskinan menurun dari 14,2% (32,53 juta jiwa) pada 2009 menjadi 11,66% (28,59 juta jiwa) 

pada September 2012 dengan sedikit catatan bahwa laju penurunannya dari tahun ke tahun 

melambat. Sasaran utama prioritas penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2010-2014 

adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan 

masyarakat melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan.     

Berdasarkan evaluasi paruh waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2010-2014, perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal tahun 2012 sebesar 

6,16%. Pencapaian tersebut masih berada di bawah sasaran pembangunan pada tahun 2014 

yaitu sebesar 7,1%. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal 

adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal dan kurangnya dukungan infrastruktur 

kawasan pendukung kegiatan ekonomi terutama transportasi, energi, dan telekomunikasi. 

Sementara itu, perkiraan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2012 sebesar 

18,31%. Sebagian besar lokasi yang tidak mencapai target penurunan kemiskinan berlokasi di 

wilayah timur yaitu Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua. 

Penyebab belum tercapainya sasaran pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal 

disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan 

secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik 

ketertinggalan wilayah tersebut. Sedangkan faktor lain adalah belum berkembangnya lembaga 

permodalan serta rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah tersebut 

dengan pusat-pusat distribusi dan pusat pertumbuhan. 
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Grafik  2. Jumlah Penduduk Sangat Miskin, Miskin, Hampir Miskin, dan Rentan Miskin  

 

 

Tingkat kemiskinan tertinggi masih berada di daerah perdesaan. Pada tahun 2011 angka 

kemiskinan di perdesaan sebesar 15.72%. Lihat perbandingan tingkat kemiskinan sebagai berikut: 

Grafik  3. Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan, 2004-2011 

 

 

Pengaruh yang paling signifikan dan secara langsung berdampak pada kehidupan 

Masyarakat Adat adalah investasi pembukaan hutan untuk keperluan Perkebunan, Tambang, 

Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun sebagai areal transmigrasi. Sebagai contoh di Jambi, areal 

hutan tempat persebaran Orang Rimba sudah jauh menyusut karena ekspansi pembukaan lahan 

hutan oleh pihak luar untuk keperluan yang disebutkan di atas. Karena secara tradisional 
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Masyarakat Adat yang dikategorikan terpencil tersebut hidup praktis hanya menggantungkan 

hidup dari alam seperti berburu, bertani, dan mencari ikan di sungai, perubahan ekosistem 

lingkungan tempat tinggal mereka otomatis berpengaruh terhadap kehidupan Masyarakat Adat 

tersebut.  

1.6 Kebijakan Pemerintah dan Alokasi Pendanaan 

Program pemberdayaan Masyarakat Adat merupakan prioritas pembangunan yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, 

khususunya di prioritas nomor 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca 

Konflik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan 

pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Indikator capaian dalam 

RPJMN tersebut antara lain berupa tersedianya permukiman dan infrastruktur, pemberian 

bantuan jaminan hidup, bantuan peralatan kerja, dan bimbingan sosial. 

Secara umum, kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah 

tertinggal adalah dengan mengembangkan perekonomian lokal di daerah tertinggal, penguatan 

kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal, 

peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, peningkatan layanan 

pendidikan yang berkualitas, peningkatan sarana prasarana infrastruktur, peningkatan 

aksesibilitas dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta mendorong pembiayaan yang lebih 

memihak kepada daerah tertinggal (Yulaswati, 2013).  

Pembangunan wilayah KAT termuat dalam RPJPN 2005 ð 2025 bidang wilayah dan tata 

ruang, namun: 

1) Pemberdayaan belum mengacu pada program yang berkelanjutan.   

2) Prioritas/koordinasi lintas sektor dan dukungan Pemda untuk wilayah KAT hampir tidak ada.  

3) Sedikitnya penelitian/evaluasi tentang pemberdayaan KAT (pelayanan, pendamping dan 

persepsi penerima bantuan, serta dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat).  

4) Kepedulian dan kontribusi masyarakat (LSM, organisasi sosial, dunia usaha, dan media masa) 

sangat terbatas. 

5) Berbagai gap target pembangunan (kemiskinan, MDGs, ketahanan nasional) diantaranya 

terdapat di wilayah KAT. 

Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil saat ini berada di bawah kendali Direktorat 

Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial dengan alokasi anggaran berkisar antara 100 sampai 120 

milyar per tahun, dengan cakupan wilayah sebanyak 24 provinsi dalam tahun 2013, sedangkan 

tahun 2014 pemberdayaan akan dilakukan di 23 provinsi. Dalam pelaksanaannya, program 

pemberdayaan KAT dilakukan serentak di banyak lokasi KAT. Hal ini menyebabkan terjadinya 

antrean realisasi bantuan untuk lokasi dengan jumlah KK penerima bantuan yang banyak. 

Misalnya dalam satu lokasi terdapat 50 KK yang terdaftar sebagai penerima bantuan rumah. Dari 

jumlah tersebut, rumah yang dibangun bisa jadi hanya setengahnya sedangkan setengahnya lagi 

dibangun dalam periode selanjutnya. Kondisi ini berpotensi timbulnya kecemburuan dan menjadi 

potensi konflik, walaupun sampai saat ini belum ada catatan mengenai timbulnya konflik akibat 

bantuan program KAT.  
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Tabel 4. Alokasi Dana Pemberdayaan KAT Kemensos 2010-2014 dan  

Jumlah Persebaran, Jumlah yang belum, sudah, dan sedang diberdayakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. URAIAN 
TAHUN 

2010 2011 2012 2010 2014 

1. Anggaran 118.0.M 108.3 M 118.0 M 125.3 M 122.3 M 

2. Persebaran 213.080 KK 213.080 KK 213.080 KK 213.080 KK 213.080 KK 

3. Belum 124.802 KK 122.461 KK 118.696 KK 116.025 KK 115.592 KK 

4. Sedang 7.158 KK 5.800 KK 5.872 KK 6.120 KK 4.881 KK 

5. Sudah 81.120 KK 84.819 KK 88.512 KK 90.935 KK 92.607 KK 

6. Provinsi 27 27 24 24 23 

Sumber: Kemensos, 2013 
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Masyarakat Adat  dan Kemiskinan 

 

 

òê rata-rata masyarakat di sini nelayan dan ladang. Hasil itu bukan 

penghasilan tetap, tetapi sampingan, di sini masyarakat tidak ada 

penghasilan tetap karena pasar jauh. Tanam pisang atau ubi sebatas untuk 

makan saja. Jadi dia bisa petani dan nelayan juga. Kalau ada ikan dapat dan 

makan untuk hari itu...ó 

(Kades Loleo Puncak, Morotai, Maluku Utara) 

 

Bagian ini menggambarkan kemiskinan dan kesenjangan yang dialami oleh Masyarakat 

Adat di Indonesia, menggunakan pendekatan multidimensi untuk memperolah gambaran dan 

jangkauan standar kesejahteraan hidup yang lebih lengkap, serta untuk mengetahui saling 

keterkaitan antar faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan Masyarakat Adat. Cara seperti 

ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi proses kebijakan yang lebih optimal, menemu 

kenali permasalahan secara lebih komprehensif untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan 

Masyarakat Adat. 

Bagian pertama akan menguraikan kemiskinan yang dialami oleh Masyarakat Adat 

menggunakan standar-standar umum yang dipakai untuk menilai tingkat kemiskinan. Bagian 

kedua akan berbicara mengenai aspek multidimensional atas kemiskinan menggunakan indikator 

dari aspek perumahan, air bersih, dan sanitasi. Sementara itu bagian ketiga berusaha 

menjelaskan tentang aset-aset non material yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tetapi sering 

dilupakan atau tidak dianggap sebagai kekayaan  yang dapat dijadikan modal untuk 

meningkatkan taraf hidup mereka.   

2.1 Kemiskinan pada Masyarakat Adat  

Pendekatan yang dipakai dalam kajian ini memandang kemiskinan dari aspek terpenuhinya 

kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai suatu 

ketidakmampuan seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum 

antara lain makanan, perumahan, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan 

air bersih dan sanitasi (Bappenas, 2006). 

Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar disebabkan karena jarak 

permukiman yang jauh dan terisolasi, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Rendahnya tingkat 

pendidikan disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih kurang sama, yakni masih terbatasnya 

sarana dan tenaga pendidikan yang menjangkau permukiman KAT terutama bagi kelompok 

yang masih sangat terisolasi. Sementara itu, tingkat penghidupan KAT sangat terkait dengan 

akses mereka terhadap Sumber Daya Alam.    
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Grafik  4. Jumlah KAT Miskin  Dibandingkan dengan Kemiskinan di P erdesaan 

 
Sumber: Kementerian Sosial, 2012 (diolah) 

 

Grafik  5. Jumlah KAT Miskin di Berbagai Wilayah  

 

2.2 Aspek Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi 

Aspek perumahan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam program 

pemberdayaan KAT. Kondisi perumahan KAT di berbagai tempat memperlihatkan adanya variasi 

baik dari segi kondisi fisik maupun pemanfaatannya. Warga KAT yang masih tinggal di dalam 

hutan dan hidup nomaden, bentuk rumah masih sangat sederhana dan dari bahan-bahan yang 

mudah ditemui di lingkungan sekitar. Sebagai mana ditemui di Jambi, Orang Rimba yang masih 

berdiam di hutan mendiami rumah panggung yang sangat sederhana dengan atap terpal. 

Permukiman mereka pada umumnya terletak dengan sumber penghidupan seperti kebun karet, 

hutan tempat berburu, dan yang terpenting adalah sungai sebagai sumber air.  

Kementerian Sosial melalui program Pemberdayaan KAT sudah berupaya melakukan 

pengadaan perumahan bagi warga KAT. Rumah ini terutama ditujukan bagi warga KAT yang 

membutuhkan, misalnya rumah yang ditempati oleh lebih dari satu KK.  
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Gambar 1. Perumahan KAT Sebelum dan Sesudah Mendapat Bantuan Pemerintah  

Melalui Program Pemberdayaan KAT 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 

Ketersediaan air bersih masih sangat bergantung dengan alam seperti sungai, danau atau 

telaga, dan ada yang memanfaatkan air hujan. Di beberapa lokasi pemberdayaan KAT sudah ada 

bantuan berupa fasilitas air bersih dan MCK.  

Gambar 2. Sumber Air dan MCK Warga KAT 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dok. Kajian PSKAT, Bappenas, 2013 

 

2.3 Aset-Aset Non Material  

Aset-aset non material yang dimiliki oleh Masyarakat Adat di berbagai tempat merupakan 

hasil daya cipta, ekspresi, dan produk yang dihasilkan melalui adanya interaksi yang berlangsung 

lama antara Masyarakat Adat dengan alam lingkungan tempat tinggal mereka. Aset-aset non 

material tersebut dapat berupa pengetahuan lokal, berbagai norma sosial dan budaya yang 

sudah dikembangkan selama ratusan tahun, nilai, termasuk pengetahuan teknis lainnya. Negara 

mengakui kebudayaan lokal tersebut sebagai aset yang membentuk kekayaan kebudayaan 

nasional.  

 

 

Sungai yang dipakai untuk MCK di Desa 

Tahu, Kalimantan Barat. 

MCK umum di Desa Batee Meutodong, Aceh Jaya. 
































































































































































































